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A. Latar Belakang
Pendidikan adalah hak manusia, berpikir adalah hak melekat yang tidak dapat dihilangkan pada diri manusia. Manusia hakikatnya merdeka pada perspektif ini, dan pendidikan Indonesia mencoba dibawa oleh Nadiem Anwar Makariem menuju era merdeka belajar. Ada kegamangan intelektual, karena kebijakan seperti ini tidak lazim diterapkan dinegara berkembang dengan corak setengah industri seperti di Indonesia. Mendikbud yang belum pernah merasakan pendidikan Indonesia berupaya mewarnai pengaruh liberalism pendidikan dengan produk merdeka belajar; konsep merdeka belajar sudah ada sejak Ki Hajar Dewantara menerangkan tentang konsep kemanusiaan, kebebasan, dan kebatinan. 
	Sekilas ada yang perlu diluruskan dari merdeka belajar yang disuarakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyasar di semua jenjang pendidikan paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, hingga pendidikan tinggi. Titik tekan pada jenjang pendidikan paud-dikdasmen berada pada empat kebijakan strategis, 1) aksesibilitas pendidikan melalui sistem zonasi, 2) penyederhanaan tugas pokok guru melalui RPP one page version, 3) penguatan karakter lingkungan, dan 4) penggantian UN dengan asesmen nasional. Kebijakan ini sekilas ada angin segar di pendidikan tapi sekolah menjadi terlepas kontrolnya terutama dalam mutu capaian hasil belajar. Ketika fokus penilaian dirubah pada asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum dengan merujuk standar PISA artinya harus ada treatment kuat tentang kesadaran literasi, begitu juga dengan survey lingkungan harus ada sentuhan kebijakan yang komprehensif tentang perubahan paradigma sekolah sebagai sebuah komunitas belajar atau community learning. 
Pada jenjang pendidikan tinggi, model merdeka belajar diwujudkan dengan otonomi mahasiswa dalam menentukan kebutuhan belajarnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau DIKTI memberi keleluasaan belajar kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sebanyak 20 sks diluar prodi dalam PT, dan 40 sks diluar PT sebagai beban maksimal, kebijakan ini dilegalkan dengan permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kemendikbud juga mengupayakan transformasi pendidikan tinggi dengan kebijakan IKU atau Indikator Kinerja Utama PT melalui Kepmendikbud nomor 754/P/2020 yang meliputi IKU 1) lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, IKU 2) mahasiswa mendapat pengalaman luar kampus, IKU 3) dosen berkegiatan diluar kampus, IKU 4) praktisi mengajar didalam kampus, IKU 5) hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, IKU 6) program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, IKU 7) kelas yang kolaboratif dan partisipatif, IKU 8) program studi berstandar internasional. 
Tujuan bagus dari merdeka belajar juga perlu mendapat masukan yang berarti dari masyarakat karena telah ditetapkan pula roadmap atau peta jalan pendidikan Indonesia 2035 sehingga perjalanannya on the track dengan kisi kisi kebijakan umum. Isu lain yang tidak kalah penting adalah generasi emas Indonesia 2045, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi perlu digenjot dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Kesulitan dalam menata pendidikan pun berada pada situasi pandemi sehingga pemerintah harus siap dengan rencana-rencana cadangan yang tidak melenceng dari garis kebijakan dan harmoni dengan pelaku – pelaku kebijakan disektor pelaku. Strategi pendidikan nasional harus disusun tanpa meninggalkan peran masyarakat atau swasta, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi yang baik membuat pertumbuhan kualitas berjalan beriringan selaras dengan kuantitas.  

B. Tujuan 
Mengeksplorasi ide dan pemikiran pemangku kepentingan dalam membangun wajah pendidikan Indonesia yang berkesinambungan dengan lingkup; 
1. Mengeksplorasi permasalahan implementasi kebijakan pendidikan nasional di daerah
2. Mengkaji secara kritis kebijakan peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2035
3. Mengkaji pembelajaran universal berbasis pedagogi kritis di era merdeka belajar 
C.  Bentuk Kegiatan 
      Seminar Nasional Pendidikan dengan tema “Membangun wajah pendidikan  Indonesia – Implementasi merdeka belajar dimasa pandemi” 
D.  Pelaksanaan 
1. Waktu 		: Rabu, 28 Juli 2021
2. Tempat		: Studio Unikal Gedung F, lantai 8
3. Sifat			: On-line seminar/ webinar 
E. Pembicara  
1. Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Kepala BSNP RI)
a. Tujuan instruksional umum 
Kajian Kritis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2035
b. Tujuan instruksional khusus
1. Visi pendidikan Indonesia untuk semua kalangan 
2. Kritik perbandingan capaian pendidikan Indonesia 
3. Aksesibilitas pendidikan dan profil manusia Indonesia masa depan
2. H. Arsul Sani, S.H.,M.Si (Wakil Ketua MPR RI)
a. Tujuan Instruksional Umum 
Menyoal hak konstitusional warga negara dalam pendidikan 
b. Tujuan instruksional khusus 
1. Peran pemerintah sebagai mandat konstitusi dalam penyelenggaraan pendidikan 
2. Pembangunan pendidikan – kolaborasi pemerintah dan swasta mewujudkan pendidikan bermutu dari perspektif konstitusi
3. Pandangan non-dikotomis satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat atau swasta
3. Dr. Fahrudin Eko Hardiyanto, M.Pd
a. Tujuan instruksional umum 
Pedagogi kritis menuju masyarakat madani dan transformatif di era merdeka belajar
b. Tujuan instruksional khusus 
1. Konsep pedagogi kritis dan penerapannya dalam era merdeka belajar 
2. Krisis karakter dan krisis multidimensi generasi muda 
3. Gambaran best-practice pendidikan untuk semua kalangan (aksesibilitas, gaya belajar, dan kesadaran karakter)
F. Pembicara Kunci  
     Dr. Wihaji, M.Pd (Bupati Kabupaten Batang)
     Problematika implementasi kebijakan nasional pendidikan di Kabupaten  Batang (aksesibilitas, pemerataan, dan upaya peningkatan derajat pendidikan) 
     Tujuan 
1. Strategi peningkatan akses pendidikan 
2. Strategi pemerataan pendidikan dan intervensi kebijakan pemerintah daerah 
3. Upaya peningkatan derajat pendidikan dan meningkatkan APK pendidikan tinggi




G. Susunan Acara 
	No
	Kegiatan
	Waktu 
	Penanggungjawab

	1
	Registrasi 
	07.30-08.00
	Bagian pendaftaran

	2
	Pembukaan 
a. Menyanyikan lagu kebangsaan 
b. Doa 
	08.00-08.15
	Sie acara 

	3
	Sambutan 
a. Laporan panitia 
b. Sambutan Rektor 
	08.15-08.45
	Sie acara 

	4
	Pembicara Kunci 
Dr.Wihaji, M.Pd (Bupati Kab.Batang)
“Problematika implementasi kebijakan nasional pendidikan di Kabupaten  Batang”
	09.00-09.45
	Sie acara 

	5
	Sesi Seminar 
1. Prof. Dr. Abdul Mu’ti
Kajian Kritis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2035
2. H. Arsul Sani, S.H.,M.Si
Menyoal hak konstitusional warga negara dalam pendidikan 
3. Dr. Fahrudin Eko Hardiyanto, M.Pd
Pedagogi kritis menuju masyarakat madani dan transformatif di era merdeka belajar
	09.45-12.00
	Sie acara 
(moderator) 

	6
	Ishoma 
	12.00-13.00
	- 

	7
	Sesi Paralel 
	13.00-15.00
	Sie acara 
(tim moderator)
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